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A. Latar Belakang 
Pembangunan nasional dirasakan dalam beberapa tahun belakangan ini 
merupakan cerminan kehendak pemerintah untuk terus meningkatkan 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta 
mengembangkan kehidupan masyarakat berdasarkan ideologi Pancasila yang 
sesuai dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Presiden menginginkan pembangunan nasional harus sampai di seluruh penjuru 
tanah air agar masyarakat bisa merasakan hadirnya Negara terutama di luar pulau 
Jawa. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada 
Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara DPR, Kamis (16/8/2018) 
menyatakan bahwa : 
"Sudah hampir empat tahun ini, Pemerintahan yang saya pimpin berjuang 
memulihkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata membangun negeri, 
dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, secara 
merata dan berkeadilan. Kita ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau 
terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran Negara Republik 
Indonesia. Sebagai negara besar, dengan rentang geografis yang sangat 
luas, dengan 260 juta jiwa, dan 714 suku, kita harus memastikan Negara 
bekerja nyata mengurus dan melindungi segenap bangsa dan seluruh 
tumpah darah Indonesia."  
 
Untuk mewujudkan keinginan Presiden tersebut tidaklah mudah dalam 
merealisasikannya banyak hal-hal yang mempengaruhi diantaranya kondisi 
geografis, banyaknya suku bangsa, sosial maupun politik. Selain itu, anggaran 





Dalam postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (selanjutnya 
disingkat APBN), pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang 
digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Peningkatan taraf 
hidup masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa hal dalam segi infrastruktur, 
ekonomi maupun sosial budaya. Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, 
pemerintah Negara Republik Indonesia perlu menyediakan aggaran yang tentunya 
tidak sedikit. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya taraf hidup 
masyarakat meningkat pula anggaran yang diperlukan oleh pemerintah. Hal ini 
dapat dilihat dari besarnya APBN tahun 2018, pendapatan negara diproyeksikan 
sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 
Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan 
Hibah sebesar Rp 1,2 triliun.
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Hal ini membuktikan bahwa pendapatan terbesar 
Negara adalah bersumber dari penerimaan perpajakan. 
Mengutip pendapat Sommerfeld, Anderson dan Brock, Elisabeth Nadia 
Rorong, Lintje Kalangi, dan Treesje Runtu di dalam penelitiannya yang berjudul 
“Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama 
Manado”menyebutkan bahwa : 
“Pajak adalah suatu pengalihan sumberdari sektor swasta ke sektor 
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajibdilaksanakan, 
berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat 
imbalanyang langsung dari proporsionalnya, agar pemerintah dapat 
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”
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Menurut Olivia Adam, Hartati Tuli, Siti Pratiwi Husain dalam jurnalnya 
yang berjudul Pengaruh Program Pengampunan Pajak  Terhadap Efektivitas 
Penerimaan Pajak di Indonesia menyebutkan bahwa : 
Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mengutarakan bahwa :pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. Andriani dalam Agoes (2014:6) mengutarakan bahwa 
pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum 




Menurut Syaikh Muhammad „Ali Farkus –hafizhahullah ada perbedaan 
antara dua jenis pajak yang dinamakan oleh sebagian ahli fikih dari kalangan 
Malikiyah dengan “al-wazha-if” atau “al-kharraj“; dan di kalangan ulama 
Hanafiyah dinamakan dengan “an-nawa-ib“, yaitu pengganti pajak perorangan 
dari Sulthan; sedangkan di sebagian ulama Hanabilah dinamakan dengan “al-kalf 
as-sulthaniyah“, kedua jenis pajak ini terbagi menjadi : 
1. Pajak yang diambil secara „adil dan memenuhi berbagai syaratnya. 
2. Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas. 
Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat 
untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, 
sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya 
kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan 
bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan 
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mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain 
tahshilan li a‟laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil 
dalam rangka memperoleh mashalat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-
dlarar al-khaas li daf‟i dlararin „aam” (menanggung kerugian yang lebih ringan 
dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).4 
Pajak merupakan salah satu mua‟malâh dalam bidang ekonomi, sebagai 
alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai 
kebutuhan bersama. Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur 
mengenai pajak dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan 
pendapat di kalangan para ahli fiqh mengenai status dan hukum memungut pajak. 
Dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, Pajak adalah suatu pembayaran 
yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.
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Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 : 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
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Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, 
namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang 
terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal. Untuk menggali 
penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta 
diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut 
dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak 
dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan 
penerimaan pajak itu sendiri. Untuk upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan 
objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, 
perlu didukung situasi sosial, ekonomi, politik yang stabil, sehingga masyarakat 
juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. 
Pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga  sistem yang biasa 
digunakan. Berikut adalah tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia beserta 
dengan penjelasan yang lebih rinci : 
1. Self Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang 
membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib 
pajak yang bersangkutan.  Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak 
yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran 
pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi 
online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem 
pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self 






Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment: 
a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. 
b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban 
pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. 
c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali  jika 
wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak 
yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan 
2. Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang 
membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 
fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. 
Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat 
pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan 
pajak oleh fiskus. 
Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi 
Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. 
Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat 
ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. 
Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup 
membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang 








Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment: 
a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. 
b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. 
c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang 
dan menerbitkan surat ketetapan pajak. 
d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang 
wajib dibayarkan. 
3. Withholding Assessment System, pada Withholding System, besarnya pajak 
dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat 
pajak/fiskus. 
Contoh Witholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan 
yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi 
pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.
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Pemerintah menilai perlu membuat kebijakan yang mampu meningkatkan 
pajak Negara yang disebut dengan Tax Amnesty atau pengampunan pajak yaitu 
Undang-undang No 11 tahun 2016. Kebijakan Tax Amnesty sendiri dirasakan 
perlu karena dapat meningkatkan pendapatan perpajakan Negara yang nantinya 
digunakan untuk kebutuhan Negara khususnya untuk memakmurkan rakyat 
Negara Indonesia. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat 
meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Objek pajak dapat berupa 
kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi subjek 
pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. 
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Sebelum kebijakan Tax Amnesty tahun 2016 diberlakukan. Indonesia juga 
pernah menyelenggarakan kebijakan Tax Amnesty yakni pada tahun 
1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui 
Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak 
dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 
Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Namun kebijakan keduanya gagal 
karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem 
administrasi perpajakan secara menyeluruh serta kurangnya penegakan hukum 
(law-enforcement) yang tegas pasca Tax Amnesty.
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Kasus kegagalan kebijakan Tax Amnesty juga pernah dialami oleh 
beberapa Negara maju maupun berkembang diantaranya adalah Argentina (1987) 
dan Prancis (1982 dan 1984). Namun, terdapat juga Negara-negara yang berhasil 
dalam menjalankan program pengampunan pajak diantaranya adalah India 
(1997), Irlandia (1988), Italia (1982, 1984 dan 2001/2002). Oleh karena itu, 
sukses atau tidaknya program pengampunan pajak bergantung pada kondisi 




Walaupun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa Tax Amnesty merupakan 
suatu isu yang kontroversial dalam dunia hukum. Asumsi kontroversial yang 
mendasari Tax Amnesty adalah dihapuskannya pokok pajak, sanksi administrasi, 
dan/atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak 
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dimasa lalu demi meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang. Selain 
memberikan pengampunan untuk sanksi administrasi, Tax Amnesty juga 
dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana. 
Tax Amnesty sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam 
memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Terdapat argumentasi 
bahwa kebijakan Tax Amnesty berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan 
pajak secara sukarela (voluntary compliance) dimasa mendatang setelah program 
Tax Amnesty diberlakukan.
10
 Hal itu didasari oleh sebuah harapan bahwa setelah 
dilakukan Tax Amnesty, aset atau kekayaan wajib pajak yang sebelumnya berada 
di luar sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem 
administrasi perpajakan, sehingga kedapannya para wajib pajak tidak dapat 
mengelak dari kewajiban perpajakan di Indonesia. 
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengampunan Pajak) pada Pasal 1 
disebutkan bahwa;  
Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 
tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 
perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
 
Berdasarkan definisi diatas, selain memberikan pengampunan untuk sanksi 
administrasi, Tax Amnesty juga dimaksudkan untuk menghapuskan sanksi pidana, 
serta Tax Amnesty juga dapat diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan 
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wajib pajak yang tidak dilaporkan pada masa sebelumnya tanpa harus membayar 
pajak yang mungkin belum dibayarkan. 
Menurut Zainal Muttaqin (2013:29), terdapat beberapa hal pokok yang 
terkait dengan amnesti, yaitu: 
a. Kewenangan amnesti hanya berada pada wewenang Presiden dalam 
kedudukan sebagai kepala negara atau simbol negara. Jabatan atau apapun 
yang ada dalam negara tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan 
amnesti.  
b. Pemberian amnesti mempunyai akibat hukum, hilangnya kesalahan pelaku 
kejahatan/pelanggaran, sehingga terhadap pelaku dibebaskan dari sanksi atau 
ancaman baik pidana maupun administrasi.  
c. Sesuai dengan tuntutan konsep negara hukum modern, penjatuhan amnesti 
harus diberi wadah dalam bentuk undang-undang dengan pertimbangan 
bahwa selain sanksi yang dihapuskan diatur dalam undang-undang juga 
pengaturan dalam undang-undang lebih kuat mempunyai dasar hukum, 
karena mendapat persetujuan dari legislatif. Pengampunan pajak 
menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang oleh negara berdasarkan 
hukum. 
d. Amnesti diberikan pada moment tertentu tidak setiap saat. Moment tersebut 
dapat dikaitkan dengan pertimbangan politik, ekonomi nasional, keutuhan 




Sebagaimana dijelaskan dalam UU Pengampunan Pajak bahwa 
pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung 
mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan 
juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat 
diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, 
banyak harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik dalam bentuk likuid maupun 
nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam 
negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 
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Namun tidak semua harta tersebut telah dilaporkan di dalam SPT Tahunan 
oleh pemiliknya, bahkan mungkin banyak yang belum terungkap. Apabila harta 
yang belum diungkapkan tersebut pada akhirnya dilaporkan dalam SPT Tahunan 
atau terungkap oleh Direktorat Jenderal Pajak maka berdasarkan ketentuan 
perpajakan secara umum atas harta tersebut dapat dikenai Pajak Penghasilan 
(PPh) atau Pajak Penambahan Nilai (PPN) atau dapat ditagih kembali pajak-
pajaknya. Atas konsekuensi adanya pajak yang masih harus dibayar inilah yang 
menjadikan mereka tidak mau mengungkapkan hartanya yang ada di luar negeri 
dengan sukarela. 
Untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dengan pemilik harta 
yang ada di luar negeri agar mau mengungkapkan hartanya atau menarik hartanya 
ke dalam negeri, maka pemerintah menganggap perlu menerbitkan Undang-
Undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Dengan begitu terdapat “win-win 
solution” antara negara dengan pemilik harta di luar negeri, yang mana negara 
akan diuntungkan dari uang tebusan maupun dana repatriasi (dana yang ditarik 
untuk diinvestasikan di dalam negeri) sehingga dapat membantu pertumbuhan 
ekonomi karena dari dana yang diinvestasikan di Indonesia nantinya akan 
dipungut pajak yang berlaku, sedangkan pemilik harta mendapat keuntungan yang 
sama besarnya dari sisi besarnya uang tebusan yang lebih kecil dibanding pajak 
yang seharusnya terutang apabila dihitung dengan ketentuan perpajakan secara 
umum. 
Namun demikian Tax Amnesty ini ditujukan tidak hanya kepada Warga 





Wajib Pajak (WP) dalam negeri juga boleh untuk mengikuti kebijakan Tax 
Amnesty ini apabila masih ada harta atau aset yang belum dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehingga tetap terdapat unsur keadilan. Kemudian 
kebijakan Tax Amnesty ini diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan bagi 
para wajib pajak dimasa yang akan datang serta pemerintah akan berupaya dalam 
pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia. 
Kondisi kesadaran perpajakan di kabupaten Jepara pada tahun 2015 
menunjukan bahwa tingkat kesadaran masayakat di kabupaten Jepara masih relatif 
rendah itu terbukti pada hasil data yang disampaikan oleh pihak pejabat Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara : 
Kondisi kesadaran perpajakan di kabupaten jepara pada tahun 2015 
Penduduk jepara 1.188.311jiwa 
Berpotensi menjadi wajib pajak 239.559 Non-Karyawan 74.822 Karyawan 
314.381 jiwa 
Terdaftar menjadi wajib pajak 22.181 Non-Karyawan 46.469 Karyawan 
68.650 jiwa (21.84%) 
Wajib menyampaikan SPT 37.327 Jiwa 
Yang taat menyampaikan SPT 2.215 Non-Karyawan 21.314 Karyawan 
23.529 jiwa (63.19 %) 





Menurut laporan hasil update amnesti pajak di kantor pelayanan pajak 
pratama Jepara kondisi kesadaran perpajakan di latarbelakangi oleh hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Banyak wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakanya  
2. Banyak wajib pajak yang kurang memahami ketentuan perpajakan sehingga 
kewajiban perpajakanya belum sesuai dengan ketentuan termasuk melaporkan 
harta dalam SPT-nya. 
3. Banyak WNI yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun 
tidak mendaftarkan diri, membayar pajak, serta melaporkan SPT-dengan 
benar.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat 
penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Terhadap 
Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jepara Tahun 2015 
s.d 2017” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang di atas, maka 
permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Mengapa kebijakan Tax Amnesty yang dipilih oleh pemerintah dalam rangka 
meningkatkan penerimaan pajak ? 
2. Bagaimana peningkatan jumlah penerimaan pajak pasca kebijakan Tax 






C. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di Perpustakaan 
Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas, penelitian mengenai Tax Amnesty 
telah ada, namun rumusan masalahnya berbeda dengan yang penulis  angkat. 
Penelitian yang ditulis oleh Ragimun yang berjudul "Analisis Implementasi 
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia", mengangkat masalah berkaitan 
dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang sekaligus 
upaya peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Wacana 
mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (tax 
amnesty) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan di 
Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba untuk menganalisis 
potensi, kelemahan, peluang dan keuntungan/keunggulan bila diterapkan 
pengampunan pajak di Indonesia. 
Penelitian yang dilakukan oleh Kristin Mariyani yang berjudul 
"Implementasi  Kebijakan  Pengampunan  Pajak Berdasar UU  No 11  Tahun  
2016  Sesuai  Asas  Keadilan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Surakarta", 
mengangkat masalah berkaitan dengan salah satu sumber pembiayaan internal 
utama yang dapat diperoleh pemerintah adalah melalui mekanisme pemungutan 
pajak. Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh 
para wajib pajak yang jujur membayar ajak menjadi lebih berat.Sehingga hal ini 
mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Program Pengampunan Pajak atau Tax 






D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah 
dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui kebijakan Tax Amnesty yang dipilih oleh pemerintah 
dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. 
2. Untuk mengetahui peningkatan jumlah penerimaan pajak pasca kebijakan Tax 
Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara diberlakukan. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah secara teoritis dapat 
memberikan sedikit tambahan pengetahuan secara ilmiah mengenai kajian 
Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan 
Pajak Di KPP Pratama Jepara. Adapun dilihat secara praktis diharapkan dapat 
mengevaluasi kebijakan Tax Amnesty berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2016 di masa yang akan datang.   
 
F. Metode Penelitian 
Setiap penelitian merupakan suatu kegiatan bersengaja dan bertujuan serta 
memiliki prosedur alias bermetode,
12
 prosedur-prosedur pencarian inilah yang di 
dalam peristilahan ilmu pengetahuan disebut metode. Metode itu dalam arti 
harfiyahnya berarti “cara”, dengan demikian, metode penelitian adalah cara 
mencari dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk 
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 Metode penelitian memiliki langkah-langkah yang 
disebut dengan langkah-langkah ilmiah.  
Dalam penyusunan Tesis ini digunakan metode sebagai berikut :                                                                       
1. Pendekatan Masalah 
Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan oleh 
penulis adalah pendekatan yuridis normatif / doktrinal. Menurut Soetandyo 
Wignyosoebroto penelitian normatif adalah untuk menemukan jawaban-
jawaban yang benar dengan pembuktian yang dicari atau dari preskripsi-
preskripsi hukum yang tertulis di Kitab Undang-Undang atau kitab-kitab 
agama,
14
 maka penelitian ini bersifat  kualitatif. 
Menurut Soekanto dalam Sonata (2014) penelitian hukum normatif 
memiliki kencenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin 
preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-
normanya saja, yang tentunya bersifat preskiptif. Selain itu, penelitian 
hukum normative di dalam literature hukum asing biasa disebut dengan 
legal research dan tanpa tambahan makna lain, atau biasa disebut dengan 
(the pure legal research). Didalam penelitian hukum normatif menggunakan 
studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya 
mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajian penelitian hukum 
normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang 
berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.sehingga 
penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-
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asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concerto, 
sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan 
sejarah hukum. 
 
2. Jenis Data 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, Oleh karena itu, dalam 
menformulasikannya dilakukan dengan menggunakan data yang berupa 
bahan hukum primer dan sekunder: 
a. Bahan hukum primer adalahdata yang isinya mengikat karena 
dikeluarkan oleh pemerintah,
15
 sumber data primer yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945, UU No 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pengampunan Pajak. 
b. Bahan hukum sekunder adalah data yang isinya membahas data 
primer,sumber data sekunder yang digunakan adalah data perpajakan 
yang berada di KKP Pratama Jepara, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 74 / PMK.03/ 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan 
Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam 
Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 
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3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu 
cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-
bahan tertulis,
16
 seperti mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder 
yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari tujuan 
penelitian, maka data yang diperlukan adalah bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung 
di lapangan yang berkaitan dengan penelitian, untuk mendapatkan data 
tersebut diperoleh melalui : 
a. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, 
mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder ini mencakup 
norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, 
serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung bahan 
hukum primer. 
b. Observasi 
Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, 
kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian 
guna mengetahui pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty di KPP Pratama 
Jepara. 
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c. Wawancara (Interview) 
Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian. 
Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman/panduan pertanyaan 
agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. 
 
4. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dalam suatu proses 
sejak kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.
17
 Dalam penelitian ini akan digunakan metode 
analisis sebagai berikut : 
a. Content Analysis atau Analisis Isi yaitu teknik untuk mendapatkan dan 
menganalisa isi dari teks. Pengertian isi dari teks ini bukan hanya tulisan 
atau gambar saja, melainkan juga ide, tema, pesan, arti maupun simbol-
simbol yang terdapat dalam teks.
18
 
b. Deskriptif Analisis yaitu suatu analisa yang digunakan dengan melakukan 
representasi objektif (menjelaskan, mendeskripsikan sebagaimana 
adanya) mengenai hal-hal yang terdapat di dalam penelitian dan diiringi 
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Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
dengan pendekatan kualitatif, yaitu:
20
 
a. Mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunderyang relevan dengan 
permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. 
b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di 
atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. 
c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan 
dari permasalahan. 
 
5. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Jepara. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena 
melihat maraknya investor investor yang membangun pabrik-pabrik dalam 
sekala yang cukup besar di wilayah Kabupatenn Jepara, serta melihat 
partisipasi dari warga dalam mengawal kegiatan-kegiatan pelayanan publik 
di Kabupaten Jepara. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Sesuai pada Pedoman Penulisan Tesis, dalam penulisan tesis ini digunakan 
sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, isi, dan 
penutup. Masing-masing bagian disusun secara sistematis dan merupakan 
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kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang 
lainnya. 
1. Bagian awal : halaman judul, halaman persetujuan, halaman motto 
dan persembahan, daftar isi, halaman pernyataan orisinalitas, kata pengantar, 
abstrak, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 
2. Bagian Isi : Penulisan tesis ini dibuat dalam 4  Bab, yang masing-
masing bab saling berkaitan : 
Bab I berjudul pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang kajian riset 
terdahulu, dan kajian teori yang menjelaskan mulai dari perpajakan sampai 
pembahasan kebijakan Tax Amnesty. 
Bab III menguraikan tetang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
kebijakan Tax Amnesty yang dipilih pemerintah, dan bagaimana peningkatan 
jumlah penerimaan pajak pasca kebijakan Tax Amnesty itu diberlakukan.  
Bab IV adalah penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, 
dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. 
3. Bagian akhir : yang meliputi  Daftar Pustaka, lampiran-lampiran, dan Daftar 
Riwayat Hidup. 
 
